BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Distorsi terhadap prinsip prinsip kriminalisasi terjadi utamanya

~ berkaitan dengan lalainya aparat = penegak hukum (APID)

- memperhatikan asas subsidiaritas. Artinya, hukum  pidana harus

ditempatkan sebagai ultimum remedium (senjata pamﬁngkas) dalam
penanggulangaﬁ kejahatan yang menggunakan instrumen penal, bukan
sebagai primum. remedium (senjata utamaj untuk mengatasi masalah
kriminalitas Prinsip ultimum rcmidiurﬁ sebagai mana Sudikno
Mertokusumo dalm bukuaya “Penemuan Hukum Sebuah
pengantar”, Ultimum Remedium merupakan salah satu asas .yang
terdapat di dalam hukum pidana Indonesia, yang mengatakan hukum
pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum
dan dianggap masih terdapat suatu alternatif penyelesaién lain selain
menerapkan suatu aturan hukum pidana." Alih-alih mengedepankan
asas St;bsidiaritas- tapi malah cenderung mengambil prinsip -pren;ﬁum
remidium, “seolﬁh olah” pemidanaan atau hukum pidana merupakan
satu-satunya hal yang ‘dapat. dilakui(an hanya dengan menerapkan
hukufn pidana tersgbut, dan tidak ada altenilatif lain sebagai dasar atau

fondasi untuk menegakkan suatu hukum, tidak ada pilihansangéi lain

yang dapat ditimpakan kepada subyeic hukum dan “seolah olah”

! Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hulum Sebuah Pengdntar, Liberty, Yogyakarta, 2006,

hal. 54.
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'ﬁeiﬁ]danaan 7sebaga1 | inntu utama me.nu_]u. due précces of law?

= Smyalemen ini tercermin pada pcnegakkan hukum yang dﬂakukan para
Aparat P;:_ncgak Hukum (pcny_ldxk, Ja.ksa pgnuntut umum d_an hakim
disetiaptin gkatanhyaj terhddap’ paéal—pasal idﬁla’m Unda;lw-Uhdang ITE

- 7 "-'yan g banyak memmbulkan mulhtafmr smyalcmen ini _;uga terkontml\m
- dan kntlk keras dan bcrbagai kalangan dan laplsan masyarakat schlngga

' -.pasal pasal tersebut dlkenal sebagm pasa! karet Dari data Safenetter
mcncatat bahwa dalam rcntang waktu sejak dlundanﬂkan Undang-
Undang nomor 11 tahun 2008 ‘kemudian Undang-Undang Republxk

_ Indonema Nomor 19 Tahun 2016 Tcntang Pcrubahan Atas Undang—
'Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang InformaSI Da.n Transak51
E]ektmmk sampal dcngan akhir tahun 2020 sendaknya terdapat 339
| -, _ ,.kasus scbaglan besar terhadap pelakunya di terapkan Pasal 27 Ayat 3
) Undang—Undang Repubhk Indonesm Nomor 19 Tahun 2016 Tcntang '
'.Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tcntang

| ) Inforrna31 Dan Transak51 Elcknomk Ke_]ahatan—kejahatan Ljyber
sebagalmana dlsebutkan pada data d1 atas kemudlan dlancam juga
dengan Pasal 28 Undang—Undang Repubhk Indonesia Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2008
..Tenl;ang Informa51 Dan Transakm Elektromk. deak—tmdak pidana

: qyber ini Juga dxancamkan dencran Pasal 45 Und.ang-Undang Republsk

ZAndi Hamzah dan A. Sumangehpu Pldam Mat: di Indanesm Ghalla Indones;a, Jakarta,
1983, hal 29, =

3 Southeast Asia Preccdom of Expressmn Network Defendmg dmml nghzs m Souzheast
Asia: httns If' d safenet or.id/daftarkasus/ dlak‘it‘."\' 9/9/2022 12 09: 38 PM .
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Indones.la Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pcrubahan Ataé Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infonnasl Dan Transaksi
~ Elektronik. |

5 Bérbagai Pas_al' multi"-t;fsir,dalam kcbijakaﬁ hukum ITE pada
perkembangannya té-lé;ll méngal__dbaﬂ(an aksi saﬁng lapor aﬁtar warga
| masyé:akét, mengutib data s_éfenct dikatai_{ﬁﬂ ada 324 kasus UU ITE
hingga 2020, .sebianyak 172§kasu$ di dnfaraxiya memﬁcrmaséiz;hkan

unggahan di media SOSié.l.‘? N -
- Revisi undang-undang- VIVTE | dibutuhkzm . guna inénunjukkan
.kcadaban publlk menangkal benta bohong, kouten pomograﬁ dan
" ujaran kebenc:lan Bamsoet menambahkan bahwa "revisi UU ITE
| '.dlharapkan mampu memb;méun dan memastlkan Jamman kebebasan
bcrécndapat di rué;ng dlgltal dengan teta'pr menj agﬁ hak dan kc_v?aj iban
_- dl matz.i nga da.ﬁ hukum."’ VBVerbagai pe_r;ozilan hukum di .ranah ITE
ini jugé ﬁencakﬁp persoalan ;indak pidéﬁﬁ ujaran -liebeﬁ;:ian, berbagai
“ Pasal yang sumir di dalam Undar_ig-Undang chublik Indonc#ia Nomor
) 19 Tghuh 2016 Tentang Pefﬁb;han Atas Undang-Undang' Nomor 11
: Tahnn 2008 Tcntang InformaSI Dan Transaks: Elektronik telah
membuat mudahnya setlap plhak melaporkan seseorang atas tuduhan
o _'Ujaran kebencian, terk:nt akan hal ini Kapoln'melakukan trobosan
dengan mernbuat Surat Edaran Kapoln nomor SE/6/X]2015 tanggal 8

Oktobcr 2015 tentang Penanganan U_]aran chenc:an Surat Edaran

4Southeast Asia Frecedom of Exprcssmn Nclwotk op, r:xr
3 Loc cit, :
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'Kapolri nomor SE/6/X/2015 tanggal 3 Oktober 2015 téntang
_Penangézian Ujaran Kebencian (Hqte Spéecfz) diatur dalam angka 3
ll.uru.fa angka (5) humt' (b} dan (c) tentang bébcrapa langkah prévcntif
yang harus dipedomani anggotaPoIﬁ jikﬁ menemui atau menerima
laporan adanya Héte Speech antara léin mengedepankan fungsi bimmas
dan polmas untuk melakukan pcnyuluhéan _atau sosiﬂisasi kepada
imasyarakat mengenai ujaran kebencian danrt-iampa.k- dampak negatif
S(ang akan terjadi, dan mengédcﬁaﬁkan fungsi bimmas ﬁntukmelakukan
N kerja sama yang konﬁtmktif dengan tokch -masyaraka.t; tokoh pemuda,
dan akademisi ﬁntuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran
kcbencian.

Seiénjumya Surat Edaran tefsebut ditegaskan kembali dengan
Surat Edaran Nomor SE/2/11/2021 tgngga{l 19 februari 2021 tentang
Ke;sad_aran Budaya Bereﬁké untuk Me;wujudkan -Ruang Digital
_In'donesiaryax_lg Bersih, Sehat dan Prodl;ktif, melalui surat edaran
‘tersebut Kapolri. memintar' seluruh anggota Polri berkomitmen
menerapkan pénegakan hukuin yang dapat memberikan rasa keadilan
bagi masyarakat d.alam peﬁcrapan uu ITE; tgrdapat li (sebelas) poin
' yang harus dipedomant anggbta Poﬁi dalam mcnaﬁgani pcrkm uu
ITE yéng mengedepankan upafa i)reeintif dan preventif,
| mengutamakan prc:)ses mediasi antara para: pihak dan berpegang pada
asas ultxmum remidium dan subsidiaritas. $e1ain itu sebelumnya polri

‘melalui Kepala Badan Reserse Kriminal .(Kabareskrim) Polri pada
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tahun 2012 telah pula mengeluarkan Suraf Telegram Kabareskrim No.
STR/583/VIIL2012 tanggai 08 Agustué 2012 tentang Penerapan
Restorative Justice, surat telegram tersebut yang‘ dijadikan dasar
penyidik dalam penyelesaian perkara pidanja dengan keadiian restoratif.
Perkehlbﬁngan Selanjumy;; muncul Surat Edaran Kepala Kepolisian
Republik Indonesia (Kapolri) No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018
tentang Penerapan Keﬁ&ifan Restoi'atif (Restorative Justice) dalam
Penyelesaian Perkara Pidana. '

Surat Edaran Kabolri. tentang restorative justice inilah yang
selanjutnyadijadikan landasan hukum dan pedoman bagi_pcnyélidik
dan penyidik Polri dalam melaksanakan penyelidikan/penyidikan,
termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan
pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative
Jjustice) dalam konsep penyeiidikan dan peﬁyidikaﬁ tindak pidana demi
mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan I_masyarakat,
sehingga dapat mewujudkz:m keserégama.n- pcmahamanda.n penerapan
kcadil@ restoratif (restorative Justice) di lingkungan Polri. Namun
kedua landasan hukum yang dikcluérkan pblﬁ di atas hanya berbicara
pada Pasal 76 Ayat (1) KUHP terkait nebis in idem; Pasal 7 Ayat (1)
Undaﬁg-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
terkait _lipaya diversi; Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42
Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusiai terkait sertifikat fidusia

mempunyai kekuatan eksekutorial; dan Pasal 51 Ayat (7) Undang-
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R Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonoml Khusus bag[ Provinsi

o ,- Papua terkmt membebaskan pelaku pldana dan tuntutan p:dana

- menurut ketentuan hukum pldana yang berlaku Dalam kedua landasan

- N j : 'hukum yang dlkcluarkan Poln berka1tan dcnganrestomnve Justice

e :beium mencakup secara Jclas bahwa landasan hukum tersebut dapat
: pula dlterapkan pada perka;ra yang menyangkut pasal-pasal dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tcntang ITE

' Pemennta.h Juga telah merespon dengan menerbltkan Surat

B Keputusan Bcrsama Menten Komumkam dan Informatlka RI Jaksa :

- _ Agung RI dan chala Kepohsian Repubhk Indones1a Nomor 229

_Tahun 2021 Nomor 154 Talmn 2021 dan Nomor. KB/ZNI/ZOZI
'_ tcntang Pcdoman Implcmenta51 Pasai Tcrtcntu dalam Undang—undang

Y Nomor 1t Tahun 2008 tentang ITE sebagalmana telah dlubah dengan

- Undang-undang Nomor 19 Ta]nm 2016 tentang Perubahan Atas 818

B Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada tanggal 23 juni 2021,

' sclanjutnya Kcmentnan Koordmator bidang Politik Hukum dan

: Kcamanan Juga tclah bcrsurat kepada Yang Muha Ketua Mahkamah

o :Agung Nomor B- 96/ HK.00. 00/07/2021 Ta.nggal 14 juli 2021

: bahwasannya keputusan bersarnatersebut dlgunakan sebagm pedomau

| bagl penyldlk dan pcnuntut umum - dalam penegakkan hukum

) menyangkut UU ITE agar tidak menjadj multitafSIr ~ dalam

E . ' 1mpiementasmya Surat keputusan bcrsama (SKB) antara Menten

| '_'Komumka:;l dan Informatlka RI Jaksa Agung RI dan Kepala
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1.2.

Kepolistan Republik Indonesia di peﬂengahaﬁ tahun 2021 ita
mcrupaka;n peluﬁng besar dapaf diimﬁlcmcntasikannya restoratif
Justice (keadilan restorative) padz_i prose; perkara UU ITE. Terkait
dengan hal tersebut diatas ,:maka‘penuli-s tertarik untuk melakukan
pe:;elitiém tentang ixﬁplementasi keadilan réstoratif (restoratfvé Justice)
untuk penyelesaian kasus ujaran kcbencian {Hate Speech) yang terjadi
melalui media social yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11
tahun 2008 tentang ITE. Penulis merasa bahwa proses penegakan
hukum terhadap UU ITE terscbut Eeium berlandaskan asas
subsidiariqu /ultifnum remidium dengan berpedoman pada regulasi
restorative justice yang telah dike]uark;m oleh negara- melalui
kementrian dan lembaga. Bérdasarkan hal dimaksud penulis memberi
judut peqelitian ini adalah :“IMPLEI\_[ENTASI RESTORATIVE
JUSTICE PAbA PENYELESAIAS' - KASUS UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAMUNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKT RONIK”.
Tdentifikast Masalah dan Rumﬁsan Masalah
1.2.1.Identifikasi Masalah
Permasalahan dalam pcnclitiaﬁ ini dititik beratkan pada
bagaimanaa;;arat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Jaksa
Penuntut Umﬁm_daﬁat mengimplcmehtasikan restorative justice
' (keadilan restoratif) pada péi'kara y‘ang diatur oleh Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi
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Elcktromk utamanya terkatt tmdak p1dana uj aran kebencxan (Hate
Speech) dcngan mempedomam surat cdaran, peraturan dan
bentuk regu1351 lamnya yang berlaku dl hngkungan lcmbaganya
Ny 1 2 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dluralkan dlatas
- -. maka mmusan masalah d_alar_n pe_,nehtlan 71]]1 adalah_. __
1_."_"- f Bagairﬁaﬁa- impléﬁlént.asi "pél;eraban ' res;?aratii}e Justice
terhadap penyelesalau u_]aran kebencxan dl mcdla sosml:
' berdasarkan Undang—Undang Nornor 19 Tahun 2016
T'tentang Pcrubahan Atas Undang—Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informas1 dan Transakm Elektromk‘?
2 : Apa—saja kendala—kendaia yang dlhadapl oleh Institusi
| Kepohsmn daiam mcnyelesalkan perkara tmdak pldana '
1. u}aran kcbenclan d1 medja sosxa]‘? . | e
: 1.3. Tu-juam dan Manfaat Penelltlau |
- .’ - 1.3 1. Tu.]uan Penehuan
| Tu]uan pcnelman 1111 adalah untuk menggambarkan obyek
' pénelltlan secara lcngkap agar Jelas keadan dan kOIldlSl objek
T tersebut untuk mempcroleh gambara.u tentang 51tua51/ pensuwa
o ._ | s;ecara menda.lamuntuk meﬁemukan pola hubungan antar situasi/
: per:st;wa schmgga dapat menglmgkapkan hubungan antar
o varlabel data dari hasﬂ penelman ini. Tu_]uan penchtlan ini untuk

B mcmperolch gambara.n guna memahami bagalmana
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implemehfasi restorative justice padar pg:_tlyeléséian kasuéujaran
'7 kebencian yang terjadi -dirfuangr digital atau media éocial; dimana
de[ik ﬁidana térsebut télah diatur dalam'Undang;undang Nomor
" 11Tahun 2008 tentang mformaSI dan transakm eIektromk sebagal
" .benkut '

L Mengetahui,  memahami dan '7 _menganalis_a ' terkait
' impleinentasi : pénéraﬁan festorative ju&tice , tcfhadap
penyelesalan u_]aran kebenman di med1a sosial berdasarkan
Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
‘ Atas Undang—Undang Nomor | 11 -Tahun- 2008

Tcntang Infonnas1 dan Transak.sl E[ektromk .
.2.' _ Meng_etahul, :_ner_nah_am: dan m{enganahsa berkaltan.déngan
- : kehdélé—képdala yang dihada_lﬁi.'oleh Institusi Kepoiisian
da_lani meﬁye]e$a.ﬂ§an perkara ._ findak pidai)a ujaran

d kebeﬁciax_; di media sosial.
1.3.2.Manfaat Pénelitian N

Hasil dari pcneﬁﬁan ini- secara. teoritis diharapkan dapat
menjadi salah-satﬁ sﬁmber giﬁformasi; dapat m_eﬁaxhbah wawasan,
séicﬁligus juga sebagai Sﬁmbangan p_cmikiﬁn kcpadﬁ dunia ilmu
rpen},;ctahuan t;:mtaina dalaﬁ ilmu hukum pidaﬁa_yaﬁg berkaitan
rdengan -implementasi Restorative .Ilistic: .dalam ﬁenyeiesajan
o pex-'kara- pid_éﬁa ujaraﬁ kebencian yang dilakukéﬁ di media sosial.

~* Manfaat secara praktis pénéli_tian tesis ini adaleh bahwa bagi
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aparat penegak hukum  dan pemerintahan dapat digunakan
sebagai bahan écuan dalam pémbuatan maupun pembaharuan
kebijakan hukum pidana , terutama melalui penyelesian perkara
tindak pidana melalui upaya Restorative Justice dalam sistem
j)emidanaan di Indonesia. Secara praktis pula dapat dijadikan
sebagai se#lah satu referensi bagipepclitian bidang ilmu hukum
selﬁnjumya dan juga sebagai réfcrcnSi_ bagif’emcrintaﬁan terutama
DPR dalam. pembeﬁfﬁkan Undang-Undang Acara Pidana Yang
Baru terutama berkaitan dengan mekamisme penyelesaian
perkara pidana di luar pengadilan melalui Restorative Justice.
1.4. Kerangka Teoritik, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka
P_emikiran | |
1.4.1.Kerangka Teori
1.4.1.1. Grand Theory Teori Negara Hukum
Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari
istilah “rechtsstaar”, Istilah lain yang digunakan dalam
alam hukum Indonesia adatah the rule of law, yang juga
digﬂnakan untuk maksud “negara hukum” dalam kajian
hukum Indonesia, selain istilah rechtsstaat. untuk
menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah
the rule of law. Namun istilaiz the rule of law yang paling
b#nyak digunakan lﬁngga saat ini. Menurut pendapat

Hadjon, kedua terminologi yakni rechisstaat dan the

10
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| rule of Ia.w_te.r:s;ebut ditéijag}g oleh iat.a:r"bélakangs'istem
' hﬁkurn yang berbeda istiiah QechtSs(aat merupakan
- buah pemfkirén.untuk_mcﬁentahg 'abso.lu-tismc,.yang
: sifatnhya rcvdluérioner dan Hértunipu pada sistém hukum
kont:mental yang dlsebut c:vz] Iaw Scbahknya the mle
"of law berkcmbang secara evolusmner yang bcrtumpu
atas sxstcm hukum common Iaw Walaupun demikian
perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan
iag1 karena mengarah pada sasaran yang sama,_yaltu
perhndungan terhadap hak—hak asasn manusia.’
14.1.2. Mzdle Range Theory Teon Pencgakan Hukum- Pldana
Joscph Goldstem ,
Pcnegak;in hukum _meﬂurut .'GoIdstéip:. ini
berpangkal *dari* konsep peﬁegakan hukum pidana
seﬁégaiméné yang -dir_umaskan oleh hukum pidana
substantif atal; sttl;gtarzfive }aw of cﬁﬁe, namun dala.m
realitasnya hal ini dimungkinkan tidak dapat dilakukan
'_sexjcnuhnya, Sébab ad.anyz-l;'pémba-t.asan dala;n hukurn
acara -Sendiri sehmgga mcmbata51 ruang gerak,

-.dlsampmg pengaruh da.n faktor penegak hukum itu

¢ Sayuti, “Konsep Rechisstaat Dalam Negara Hukum Indom:sna (Ka_uan Terhadap Pendapat

' _Azhan)” Na!arF:qh, vol. 4, no. 2, 2011, hal. 101,

‘ ? Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Sebuah Studz Teutana Prinsip-
-, Prinsqmya Penanganannya Qleh Pengadilen Dalam Linghungan FPeradilan Umum dan
- Pembentukan Peradilan Aministrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 2012, hal. 30

11
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séxidiri Peﬁégakﬁh ﬁukum menurut ] oseph Goldstein ini
_ bcrpangkal dari konsep penegakan hukum pidana
, sebagaxmana yang dirumuskan oleh hukum pidana
substantlf substantwe _ Iaw of crimes, namun -dalam
: reahtasnya hal i ini dlmlmglanan tidak dapat dllakukan
sepenuhnya, sebab adanya pembatasan dalam hukum

_ '_ acara sendm schingga membatasn ruang gerak.s _

1.4.1.3. Ap;-;_»lie_'d Hzgo'ry Teori Tujuan Pemidanaan.

| | -_Tesis: ml menégunka_né teori ﬁjum pemidanaan
ga.bu-ngan.-. Téoﬁ gabﬁngan,#dalah kombinasi dan teori
relatif.. Mczrl-urjut“ téori' gablingax;,tujuan pidﬁné scialu
lnﬁ;mbalas kesﬁlahan penjahﬁt jugﬁ dimaksudkan untuk
mé.lind-ungi mésyé.rakat dengan mewujudkan kcteftib_an
dengan : ketcntuanbcratnya pidana tidak bo]eh
melampam batas_ pembalasan yang adll Pada
| '.h-akd;:atﬁj(a:pidana selqlu'melmdungl_masyarakat dan
pcmbé}aszin atas perbuatanttidﬂk hukum bahw;‘_l pidana
- mcngail.dlmg._ hal-hal lain, yaitu . bahwa pidana
diﬁafapkan éebégai- sﬁatil  yang akari membawa
_ kcrukunan serta scbagal suatu proses pend1d1ka.u untuk

'mcnjadjkan orang dapat djtenma kembah dalam

* 35ri Mulyani, Penyclesaian Perkara Tindak Pidana ngan Menurut Undangundang Dalam
Perspektif Rcstomtaf Justice, De Jure Volume 16, Nomor 3, 2016 hal. 341.

2
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masyarakat.®

1.4.2.Keréngka Konseptﬁai
Kerangka konseptual penelitian adalah suatu liubungan atau
kaitan antara konsép satu terhadap konsep yang lainya dari
masalah yang inginditeliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk
menghubungkan atau -menjelaskan s-,ecara panjang lebar tentang
suatu topik .yang akan dibahas. Kefangka ini didapatkan dar
konsép ilmu'./ lteori yang dipakai sebagai landasan penelitian
yang didapatkan pada tinj aﬁan pustaka"’ atau jika dapat dikatakan
- ini merupakén ringkasan dari tinjauaﬁ pustaka yang ﬁihubungkan
dengan gaﬁs sesuai {'ariabci yang: diteli.ti. Secara ideal atau
seharusnya (das soflen) hukum posiﬁftelah mengaturnya, namun
secara das sein (kenyaiaan_) ! empir_i__s tidak selalu sejalan dengan
das sollen. Kondisi inilah- yang dilihat sebagai mésalah yang
\ dimmuskan dalam rmusan xhas'alah pada penelitian ini.
Selanjutnya teori.tujuan hukum, teori penégakkan hukum dan
teori restorat_ive quﬁce dipergunakan untuk mengurai,
menganalisa dan memahami serta mg_ﬁarik konklusi yang bernilai
akademis. Sehingga diharapkan teﬁadi pembaharuan kebijakan
hukum pidana di tataran kcbijak;in legislatif, yudikatif dan

kebijakan eksekutif yang pada gilimnnya terbentuk kontruksi

9Djlsmzm Samostr, Fungsi Pidana Penjara Dalam Sas!em Pemidanaan di Indonesia, Binda
Cipta, Bandung, 2010, hal. 34

W] earning Together (May 23, 2013).X erangka Konseptual Retrieved 1/24/2022 3:31:23 AM
from hups:/fyogipoliek.wordpress.com/2013/05/23/kerangka- konseptual/
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hukum pidana yang berorientasi - Restorative Justice yang

berkeadilan terhadap perkara Hate Speech. '!

""Kajari Bone, (04 Juli 2020 ), Analisa Konsep Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan
Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan retrieved 1/25/2022 4:06:10 PM from:

https=//www kefari-bone.po.id/artikel/detail/l /analisa- konsep-keadilan-kepastian-dan-
kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak- pidana-pertambangan.html.
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1.4.3.Kerangka Pemikiran

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE PADA
PENYELESAIAN KASUS UJARAN KEBENCIAN
MELALUT MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKS!
ELEKTRONIK

L 2

Pasal | ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indoncesia Tahun 1945 (Negara Hukum) &
Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tabun 1945 (Jaminan Kesamaan
Kedudukan Di Hadapan Hukum/Jaminan
Perlindungan Hukuny)

¥

Surat Edaran Kepala Kepolisian Republikindonesia
{(Kapolri) No. 8/VIL2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan
Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia nomor 15 rahun
1020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratit

¥

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nemor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Jaminan Perlindungan Hekum Dalam Kasus
Ujaran Kebencian)

2

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan
Informatika RI, Jaksa Agung Ri dan Kepala
Kepolisian Republik Indonesia Nemor 229 Tahun 2021,
Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomoer: KB/2/Vi/2021
sehagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2816 tentang Perubahan Atas UD
Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE pada tanggal 23
juni 2021 tentang Pedeman Implementasi Pasal

tentang ITE

Tertentu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

X

Grand Theory Teori
Negara Hukum

Midle Range Theory

Teort Penegakan

Hukum Pidana

Apphied Theory Teon
Tujuan Pemidanaan

PELAKSANAAMN
RESTORATIVE
JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN
KASUS UJARAN

v

KEBENRCIAN

ANALISA PERSOATAN PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN KASUS LJARAN KEBENCIAN MELALUE MEDIA SOSIAL

» MELALUL MEDIA
SOSTAL YANG IDEAT
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'1-.5. Metode Penelitian
i.S.l. Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang digunakanr penelitian ini
menggunakan dua pendekatan yakni:

1. Pendekatan normatif terhadap dasar-dasar aturan hukum
i)idana danaturan perundang-undangan terkait dengan
-membandingkan penegakan hukum pidana menurut
hukum pidana positif yaﬁg disingkronisasikan dengan
penegakan hukum pidana yangberoricntasi-restoratz‘ve
just;'ce. |

2.  Pendekatan empiris terﬁadap kenyataan tentang
penegakan = hukum pidana  positif yang akan
disingkronisasikan dengan penegakan hukum pidana
déngan fe.éiararive jmt'ice.pada penegakan kasuskasus
Hate Speech ini denganj menggunakan fakta-fakta
erpiris yang diambil dari perilaku obyek penelitian. 2

1.5.2. Lokasi Penelitian
Karena Penelitian ini penelitian normative empiris maka,
untuk mendapatkaﬁ data-data sekunder yang diperlukan,
penelitian ini dilakukan dirPerpustaka.an Perguruan Tinggi
- Iimu Kepolisian (PTIK} Jakarta, Perpﬁstakaan Universitas

Bhayangkai‘a Jakarta Raya (UBHARAJAYA), Perpustakaan

12 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif,
Pustaka Pelajac, 2010, hal.280. '
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B Daera.h Khusus Ibukota Jakarta Per_pustakaan Nasional

_'chubhk Indonesm (PNRI) di Jakarta, Pcrpustakaan Badan

- Pembmaan Hukum N asmnal (BPHI\D KementrlanHukum dan

1.53.

"HAM (KEMENKUMHAM) di Jakarta hterature- literature

2 lam yanﬂ bersmnber di mternet dan perpustakaan pnbadl

Sumber dan Jems Data .

o 1_,.5.3.1

Sumber Data

Data yang dlperlukan sebagal data pnmer

'_ Vaclalah mformast danoambaran tentang mekamsme

= pcradllan hukum posmf yang telahber_]alan sesuai

MY dcngan ketcntuan hukum acara lltlgam disemua alur

' '_ pcradllan_, rgulax dari t_;ngkat penyldlkan, penuntutan

/) dah 7pcrsidéngan 'pada' pcngadilan' tingkat: pértama

sampai pengadllantlngkat tinggi dan upaya hukum '

1532

Juar blasa, namun pada kenyataann)a dlsatu sisi para
‘ pihak _yang terllbat ‘dalam -perkara plda.na_ ter_sebut

menyimpapg darl kct'en'_tna'n perundang- undangan

dalam fﬁehy;:]egaikaﬁ p:erkaranya dengan memilih
untuk menémpull jalur perdamaian. _ o
Jcms Data |

Jems data peneht:an ini yaltu data pnmer dan

data sekunder yangdj 1] elaskan sebagal benkut
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1. .Data aner :
Merupakan data yang dlperoleh langsung
Codi '; iape_mgan " bcrhubqngan  dengan
pt;:rmasalahan yar}g penuiis bahas dengan
m.ezlzﬂcukan' 'waw.'a.ncara-' dengan  hakim
Pengadilan Ncgeri di Jakaﬁ:a, Jaksa Penunt;zt
Umum padﬁ Kejaksaan Negeri, dan Kejaksaan
Tirnggi di J akarta, I;’olisi pad_acholi.sian Resor
_‘ Metro di Jakarta dan Markas Besar choiisian,
Advokat pada kantor Dewan Pifnpinaﬁ Daerah
Himpunan Péngat:fara!Advokat Indonesia dan
sul.nberr'sumbcr lz?e.i_n. yang dianggap rclevﬁn
- dengan pefnbahaszin.
2. Data Sekunder |
Merupakan data yang diperoleh melalui
pcﬁclitiaﬁ " kepustakaan bei'upa. bahan-bahan
| hukum yang berkaltan dcnﬁan permasalahan
penulis antara lam
a. Bahan Hukum Primer,. yaitu bahan-
bahan hukum yang mempunyax kekuatan
_mcnglkat ya:tu
1) Undang Undang Dasar Negara

Repubhk Indones:a 1945,
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" 2) - Undang — Undang Nomor 1 Tahun
| 1946 Tentang Kitab Undang —
_ Undan:g Hukum Pidana (KUHP).

3) Undan-g — Undang Nomor 8 Tahun
1981 :.Tentang Kitab Undang -
‘Undang Hukum Acara Pidana

~ (KUHAP).

4)  Undang-Undang | Republik
Indonésia Nomor 3 Tahun 2009
tentang i’erubahan Kedua atas
Undan-g. Undang Nomor 14 tahun
1985 tentang Mahkamah Agung.

5) Undang-Undang Republik

 Indonesia Nomor 49 Tahun 2009
‘tentang Perubahan Kedua atas
Undan}g Undang Nomeor 2 tahun
1986 tém'ang Peradilan Umum.

6) Undang-Undang ' Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
tentang  Kejaksaan  Republik
indonésia.

D 'Undan:g-Undang. .chublik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
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tentaﬁg Kepolisian ~ Negara
chubliklndoﬁesia.

.8) Undang-Undang Republik
Indonésia Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak..

b.  Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-
bahan hukum yang memberikan
penjelasan imengc-nai bahan hukum
primer melibuti: yurisprudensi, doktrin,
asas-asas  hukum j)idana dan hasil
penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitn bahan-
bahan hu:kurn ‘penunjang yang
.rmcmberikan: petunjuk dan penjelasan

- terhadap baﬁan hukum primer dan bahan
hukum sekunder berupa:

1) Jurnal{ilmiah, , literatur, majalah,
makala'h, media cetak. dan
elektrohik

2)  Kamus hukum.’ |
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1.54. Tehnik Pengumpulan Data
| Dalam penelitian ini, metodé pengumpulan data adalah
sebagat berikut: |

1. Observasi: Pengainatan ten=tang obyek ymg diteliti.

2. Dokumentasi : Terdiri dari bahan hukum Primer,
sekunder dantersier.

3. Wawancara: tidak terstrukt_i;lr, dilakukan terhadap, para
pakar hukum pidana, para p:;enegak hukum yang relevan
dengan obyek penelitian dcflgan pertanyaan- pertanyaan

~ bebas sekitar obyek pcnelitian (tidak terstuktur).
1‘.5.5. Metode Analisisa Data Y

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada
dalam praktek lapangan tentang Eobyek peﬁelitian, kemudian
dibandingkan dengan uraian da_ta yangr didapat dari studi
kepustakaan. Dari hal tersebut peneliti ciapat mengetahui dan
menganalisa penegakan hukum _' pidana melalui restorative

Justice pada .penyelesaian kasus ujara;n kebencian (hate

speech) sebagai model pembaharﬁan hukum pidaﬁa.

1.6. Literature Review (Penelitian Térdahulu)
Tesis milik Ridho Rinaldo Haraha:p dari Magister (S2) Ilmu
Hukum dari Magister (S2) Ilmu Hukum Ur;iversitas Islam Riau, dengan

judul ‘.‘PENANGGULANGAN: KEJAHATAN  TERHADAP
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PENYEBARAN INF ORMASI TRANSASKI ELEKTRONIK YANG
MENIMBULKAN RASA - KEBENCIAN DAN/ATAU
PERMUSUSHAN | INDIVIDUV DAN/ATAU: KELEMPOK
TERTENTU DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU". Tahun 2019,
Tes_is ini_fokus membahas penihal upaya hencegahan ferhadap tindak
pidana ujaran kebencian yang diiakuﬁan déngan modus mélalui media
informasi transak51 elektrmk yang terjadi d1 wilayah Polda Rlau Tesm
yang dlbuat oleh penuhs lcblh membahas terka:t persoalan pelaksanaan
restorative _)usnce dalam penyelesalan kasus u;aran kebencian melalui
. medla sosial. Tesis milik Hadl Ismanto dan Magister (S2) llmu Hukum
Umvcrsntas Islam Sultan Agung, dengan ;udul “PENEGAKAN
HUKUM TINDAK PIDANA UJARANrKEBENCMN (SARA) DI
PENGADILAN NEGERI SRAGEN™. Tahun 2021. Tesis ini lebxh
terfokus pada 11_]211'811 kebencian yang ter_gadl dalam konteks persoalan
'a]aran agama melalui media elcktromk yang tcrjadi di wilayah
Pengadilan Negeri Sragen. Tcsis. yang * dibuat oleh penulis lebih
menibahas terkait persoal.an pelaksm@ restorative Justice dalam
.. ﬁenyelesﬂian ~ kasus ujéraﬁ kebencian melalui ﬁedia sosial. Tesis
Wulaﬁdari S. dari Maﬂist;ﬁ' (SZj Iimu Hukum Universitas Hasénuddin
dengan judul ‘UJARAN KEBENCIAN DALAM 'SALURAN
YOUTUBE ROCKY GERUNG OFFICIAL TERHADAP PRESIDEN
JOKO WIDODO: KAJIAN PRAGMATV . Tahun 2022, Tesis ini

mgngungkap persoalan, unsur—unsyir p'crl}uatan Rocky Géﬁmg yang
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dapat dikategorikan sebagai pcrbuatari ﬁjafan kebencian terﬁadap Koko
Widodo. Berdasarkan kajian yang dilaf(ul{an, tesis ini menyimpulkan
bahwa Rocky Gerﬁng melakukan enam jenis perbuatan ujaran
kebencian terhadap Joko Widodo, yaitu pc_ﬁghinaan, pencemaran nama
baik, perbuatan kurang menyenangkan, ﬁrovokasi, penghasutan, dan
penyebaran berita bohong. Tesis yang dibuat oleh penulis lebih
membahas terkait pcmoéian pelaksanaan restorative justice dalam
penyelesaian kasus ujaran kebencian melalui media sosial.Tesis milik
Suriad_i daxi'Sckoiéh Pasca 'Saxjana Pr:ogfmn Pendidikan Bahasa
Indoneisia Univcrsitas. Péndidikan_’ Indonesia, dengan judul
“LABELISASI BERINDIKASI UJARAN KEBENCIAN DALAM
PERISTIWA PEMILU DI MEDIA SOSIAL TWITTER ‘DAN
PEMANFAATANNYA - SEBAGAI BUKU - PENGAYAAN
MEMBACA KRITIS”, Tahun 2019. Penelitian tesis ini membahas
pcn‘hai labelisasi sebagai tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya |
ujz;ran kebencian, p;:mbahasén di dalam tésis ini menggunakan kajian
ilmu Bazhasa. Tesis yang dibuat. oleh peﬁulis meﬁpakm tesis yang
dikaji dari segi ilmu lhul.cum yaitu teﬁcait implementasi penerapan
réstofat:_’ve just-ic;e 7 fcdladaﬁ pcnyelesaiaﬁ ujaran kébcncién di media
‘gnsiai berdasarkan Undang—Unda.;:g Nm_fior 19 Tahun 2016 ;éntang
Perubahan  Atas Un@ng#Undang Nomor = I1 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elcktfonik. Tesis milik Isnaini

- Desiana Sari dari Program Studi Magister Pengkajian Bahasa Indonesia
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1.7.

Sekolah Pascasarjana Univcfsitas Muhamﬁladiyah Surakarta, dengan
judul “UJARAN KEBENCIAN PADA WACANA TALK SHCW
INDONESIA LAWYERS CLUB”. Tahun 2019. Penelitian tesis ini
dengan menggunakan studi bahasa memz-ipzllrkan empat puluh data yang
sudah dianalisis. Tesis ini 'ﬁ]engkaji u_]aran kebencian dari aspekilmu
bahasa. Pengucapan ujaran disampaikan secara langsung dan tidak
langsung, Tesis yang dibu_at oleh penulis xﬁerupakau tesis yang dikaji
dari segi ilmu hukum yaitu terkait impleméntasi penerapan restorative
Jjustice terhadap penyelesaian ujaran kc;bencian di media sosial
b"erdasarkan Qndang-Uﬁdang Nomor i9 Tahun 2016 téntang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sistematika Penulisan

Agar tesis ini memberikan gambargn yang sistematis, maka
pcnuiisan disusun terdiri dari 6 (enam) bab

Bab I Pendahuluan

ok,
cow

latar belakang,

2. - batasan rﬁasalah dan rumusan masalah,

3.  tujuan penelitian daﬁ manfaat pcne'lit.i;an, penelitian yang relevan,
kerangka konsep, kerangka teori, d_an‘kerangka pemikiran

4. metode penelitian,

5.  literature review (penelitian terdahulu),

6.  sistimatika penulisan.
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Bab 1 TINJAUAN PUSTAKA IMPLEMENTASI
RESTORATIVE JUSTfCE PADA I%ENYELESAIAN KASUS
UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM
UNDANG-UNDANC | INFORMAST DAN  TRANSAKSI
ELEKTRONIK. Berisi penjelasan ilmiah tetkait variable judul yang
tgrdiri dari tinjauan implementasi, tinjauan restorative justice, tinjauan
ujaran kebencian, tinjauan perkembangan Undang-Undang Informasi
Dan Transéksi Elektronik. \

Bah'. I11 impleméﬁtasi Penera:pan Restorative Justice
Terhadap Penyelesaian Ujaran Kebencian Di Media Sosial
Bérdasarkan Uﬁdang—Uﬁdang Nomor .19 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No;nor 11  Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Berisi pembahasan
dan penjaﬁamn terkait jawaban dari rumusan maSaIah peftama yaitu
terkait perihal irﬁplementasi penerapan festorative Justice terhadap
penyelesaian ujaran kebencian di media Sosial berdasarkan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-
Uﬁdang Nomor 11 Tahun 2008 -.Tcntang Informasi Dan Transaksi
Elektronik. | |

Bab 1V Kendala—Kendala. Yang. Dihadapi Oleh Institasi
Kepolisian Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidéna Ujaran
Kebencian Di Media Sosial. Berisi pembeihzisan dan penjabéran terkait

kendala-kendala yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam
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mcnyelesaikan ﬁcrkara tindak fidana ujarén kebencian di rﬁédia sosial
tcrmasﬁk solusi terkait pérsqalén kepoiisiaﬁ dalam menyelesaikan
' | perkéré tindak pidaﬁa ﬁjaran kebencian d1 medizll.s.os-ial.

Bab v Mcrupikan penutup yang befrisikan Kesimpulan dan Saran

 —saran. Akhirmya tesis ini diakhiri dengan daftar pustaka.
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